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10.

11,

12,

13.

14.

15.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana;

Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar
Budaya;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20i5 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pewmerintai,

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan,;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rerncana Tala Ruang Wilayah Nasional,

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang;



19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

N
0¢]

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah:;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
2011-2025;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang

. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang tahun 2011-2031;

. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Rembang

]

Y, PO, | ‘
wiciiCiapgaii ©

KESATU

KEDUA

dengan DPU Taru Kabupaten Rembang terhadap
Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 tanggal 15
Pebruari Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menyetujui Rancangan Awal Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang tentang Perubahan Atas Rencana Tata Ruang
Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang.

Menyerahkan proses Rancangan Awal Peraturan Daerah
sebagaimana diktum KESATU untuk menjadi Panduan dalam
Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang
Rencana Tata Ruang Kabupaten Rembang sebagaimana
mestinya.



KETIGA

Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkannya.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Pebruari 2021

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILA
KABUPATEN REMBANG




KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkannya.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Pebruari 2021

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN\REMBANG,

1
H,80PADI



NOTOLEN RAPAT BAPEMPERDA BERSAMA OPD TERKAIT DALAM MEMBAHAS
PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA

RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 - 2040

A. Pelaksanaan :

1. Hari : Senin

2. Tanggal : 15 Februari 2021

3. Peserta : 1. Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD
2. Kepala DPUTARU beserta Staf
3. Konsultan DPUTARU terkait Raperda RTRW

4. Maksud : Lanjutan Pembahasan Rancangan Awal Peraturan
Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Rembang Tahun 2020 - 2040.

5. Pimpinan Rapat : H. GUNASIH, S.E. ( Ketua Bapemperda )

B. Pokok Pembahasan :

Penjelasan atas latar belakang terbitnya perda baru RTRW kab. Rembang
Catatan perubahan dalam pembahasan;; atau;

Bisa dengan persetujuan pansus yang disertai surat tugas pansus tapi harus
ada rapat internal pansus

C. Hasil Rapat :

1.
2.

B W

Bapemperda akan melaporkan hasil rapat kepada Pimpinan DPRD.

Pansus 4 yang anggotanya terdiri dari Bapemperda DPRD menyetujui draft
rancangan awal Raperda dan sebagaimana perubahan dalam pembahasan
yang telah dilaksanakan sebagaimana terlampir dan segera dilaporkan ke
pimpinan atas hasil pembahasan dan perlu menetapkan dengan Keputusan
Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang

. Bisa dengan Persetujuan Pimpinan DPRD dan tanpa Paripurna
. Setelah mendapatkan persetujuan DPRD maka pihak penyusun harus segera

mengkonsultasikan ke kementerian.

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN REMBANG
Ketua

H. GUNASIH, S.E.



Yth. Bu Imungdan Pak Aziz

v Secara umum materiRaperda RTRW Kabu
ditapis

v" Terkait dengan permasalahan pertambang

Ciptakerja. Hal-hal yang perlu
danpengendalianpemanfaatanruang.

51 dan 98):

CATATAN UNTUK “KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN” DAN “KETENTUAN LAIN-LAIN”

(1)

(2)

& B

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi
Pasal 51

Kawasanpertambangandanenergisebagaima
nadimaksuddalamPasal4shuruf d, meliputi:

a. kawasanpertambangan mineral;

b. kawasanpertambanganminyakdan
gasbumi.

Kawasanpertambangan mineral
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a berupa mineral bukan logam dan
batuanseluaskuranglebih38.175 (tiga puluh
delapan ribu seratustujuh puluh lima)
hektar, meliputi:

a. Kecamatan Sumber dengan luas kurang
lebih 1.209 (seribu duaratus sembilan)
hektar;

b. Kecamatan Bulu dengan luas kurang
lebih 7.619 (tujuh ribu enam ratus

Pasal 51

Ayat (1)
Cukupijelas
Ayat (2)

Kawasanpertambangan mineral
padaavat (2)
merupakankawasanpotensipertambang
an mineral yang pemanfaatannya di-
overlay denganRencanaPolaRuang.

Dalamkawasanpertambangan mineral
initerdapatkawasan yang
telahmemilikilzin Usaha Pertambangan
(tergarnbarsebagaikawasanpertambanga
n mineral
dalampetaRencanaPolaRuang).

Kawasanpertambangan mineral yang
telahberizinseluas 919

paten Rembang perlu kita tapis lagi kesesuaiannya dengan UU 11/2020 tentang
5Ego:ﬁSmmmvmwgmmmmw&&mﬁﬁob%nM@Bmmmwmmsﬁobmﬂmm:a:msmu

pemanfaatan,

an berikut kami sampaikan usulan solusi dari kami (kami masukkan dalam materi Pasal

a. Luas kawasan peruntukan
pertambanganmineral bukan
logam dan batuandi

KabupatenRembangsangatluas.

. Penggambarankawasanperuntuka

npertambangansecaraoverlayaka
nberpotensidipertanyakan Tim
evaluasi RTR Daerah dan Tim
Studio Peta Kementerian ATR.

Penentuanjaraklokasipertambang
anmineral bukan logam dan
batuandengankawasanpermukim
an, sempadansungai,
jembatandilakukandalamrangka
menjagakeamananpermukiman,
sungai, danjembatan.




sembilanbelas) hektar;

Kecamatan Gunem dengan luas kurang
lebih 7.457 (tujuh ribu empat ratus lima
puluhtujuh) hektar;

. Kecamatan Sale dengan luas kurang
lebih 8.415 (delapan ribu empat ratus
lima belas) hektar;

Kecamatan Sarang dengan luas kurang
lebih 3.069 (tiga ribu enam puluh
sembilan) hektar;

Kecamatan Sedan dengan luas kurang
lebih 3.485 (tiga ribu empat ratus
delapan puluh lima) hektar;

Kecamatan Pamotan dengan luas kurang
lebih 2.206 (dua ribu duaratus enam)
hektar;

. Kecamatan Sulang dengan luas kurang
lebih 353 (tiga ratus lima puluh tiga)
hektar;

Kecamatan Pancur dengan luas kurang
lebih 1.150 (seribu seratus lima puluh)
hektar;

Kecamatan Kragan dengan luas kurang
lebih 1.482 (seribu empat ratus delapan
puluh dua) hektar;

Kecamatan Sluke dengan luas kurang
lebih 1.107 (seribu seratus tujuh) hektar;
dan

Kecamatan Lasem dengan luas kurang
lebih 624 (enam ratus duapuluhempat)

(sembilanratussembilanbelas) hektar,
meliputi:

a. KecamatanGunem, 679
(enamratustujuhpuluhsembilan)
hektar;

b. KecamatanBulu, 5 (lima) hektar;

c. KecamatanKragan, 20 (duapuluh)
hektar;

d. Kecamatan Sale, 67
(enampuluhtujuh) hektar;

e. KecamatanSarang, 13 (tigabelas)
hektar;

f. Kecamatan Sedan, 98
(sembilanpuluhdelapan) hektar;
g. KecamatanSluke, a7

(tigapuluhtujuh) hektar.

Peta
kawasanpotensipertambangandanenergi
berdasarkanKeputusanMenteriEnergida
nSumberDaya Mineral Republik
Indonesia Nomor 3672 K/ 30/ MEM/
2017 tentangPenetapan Wilayah
PertambanganPulauJawadan Bali, serta
data
potensipertambangandariDinasEnergid
anSumberDaya Mineral ProvinsiJawa
Tengah tahun 2018 serta Peta
KajianKawasanPotensiPertambangan
Mineral KabupatenRembangDinas
ESDM ProvinsiJawa Tengah Tahun




(3)

(4)

,m_nwgw.

Pihak yang akan melaksanakan kegiatan
pertambangan mineral bukan logam dan
batuansebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib melakukan kajian yang memuat:

a. bukan merupakan kawasan lindung yang
dilarang untuk kegiatan pertambangan;

b. jaraklokasikegiatanpertambanganmempe
rtimbangkanhalsebagaiberikut:

1) paling sedikit 50 meter darikawasan
permukiman yang telah terbangun;

2) paling sedikit 25 meter
darisempadansungai yang dihitung
dari tepi sempadan sungai;

3) jarak dengan jembatan paling sedikit
25 meter;

c. bukan merupakan kawasan pertanian
pangan berkelanjutan;

d. mempertimbangkanjalurkendaraanpenga
ngkuthasiltambang.

e. mempertimbangkankanresikolingkungan
danbencana;

Kawasanpertambanganminyakdan gas
bumisebagaimanadimaksudpadaayat (1)
huruf

badalahKecamatanSumberdenganluaskuran
glebih 62 (enampuluhdua) hektar.

Kawasanpertambangan mineral
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digambarkan dalam peta dengan tingkat

2006-2007.

Ayat (3)
Cukupjelas
Ayat (4)

Kawasanpertambanganminvakdan gas
bumidapatberubahsesuaidenganketent
uangPeraturanPerundangan-undangan.

Ayat (5)
Cukupijelas




ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerahini.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 98
(1) Untuk operasionalisasi RTRW Daerah disusun
Rencana Detail Tata Ruang yang

ditetapkandenganperaturanBupati.

(2) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang
mempertimbangkanhalsebagaiberikut:

a. pelaksanaan program
untukkepentinganumumdapatdilakukandi
kawasanlindungdankawasanbudidayasesu
aidenganketentuanperaturanperundang-
undangan.

b. pada lokasi yang belum diatur RTRW
Daerah akibat permasalahan presisi batas
Daerah, pelaksanaan pemanfaatan ruang
dan pengendalian pemanfaatan ruangnya
mempertimbangkan:

1. kondisi eksisting; dan

2. keserasian dengan rencana tata ruang
dengan kawasan disekitarnya; dan

3. dampak yang ditimbulkan.

c. lokasi yang masih Dbersifat indikatif,
penentuanpresisinyadilakukan melalui
kajian dan/atau  koordinasi dengan

Pasal 98

Ayat (1)
CukupdJelas
Ayat (2)
Huruf a

Jeniskepentinganumumsesuaidenga
nperaturanperundangundangan.

Huruf b

Yang
dimaksudpermasalahanpresisibatas
Daerah
berupakesalahanpenggambaranbatas
Daerah dalampeta RTRW.

Huruf ¢
LokasimasihbersifatIndikatifadalahlo
kasi yang

belumpresisi,karenamasihmembutuh
kankajianlebihrincidan/atauteknis.

Huruf d

Fasilitaspendukung program
sistemjaringanprasaranadapatmenya
tuatauterpisahdenganlokasijaringanp
rasarana.

Ayat (3)

Berdasarkan UU 11/2020 tentang
Ciptakerja, RDTR di tetapkan Kepala
Daerah




(3)

(4)

()

(6)

stakeholder terkait.

d. pelaksanaan program sistem jaringan
prasarana dilakukan dengan
mempertimbangkan kebutuhan fasilitas
pendukungnya.

Pelaksanaan program pemanfaatan
ruangsebagaimanadimaksudpadaayat (2)
berdasarkankajiandan/ ataurekomendasi

TKPRD atauorganisasiperangkatdaerah yang
berwenang.

Dalamhalpenataanlahan,
sungai,
dankegiatanlainnyadalamsuatukawasanyang
berimplikasipadapemindahandanpenjualan
material
keluarbidangtanahdapatdiberikanizinsesuaike
tentuanperaturanperundang-undangan.

nomalisasisaluran/

Dalamrangkamendukungpelaksanaanpemanfa
atan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruangdisusunketentuanteknispelaksanaan
RTRW Daerah yang
ditetapkandenganperaturanBupati.

RTRW Daerah dapat ditinjau kembali 1 (satu)
kali dalam 5 (lima) tahun.

Cukupijelas
Ayat (4)

Yang dimaksud
adalahsisahasilpenataanlahan,
normalisasisaluran/

material

sungali,

dankegiatanlainnyadalamsuatukawa

san yangperludipindahkan.
Ayat (5)

Ketentuanteknispelaksanaanpemanf
aatanberisitentangpenjabaranketent

uanumumperaturanzonasi

yang

dapatdipakaisebagaiacuandalampela
ksanaankegiatanpemanfaatanruangd
anpengendalianpemanfaatanruang.

Ayat (6)

Dalamkondisilingkunganstrategistert

entu

yang

berkaitandenganbencanaalamskalab

esar
ditetapkanperaturanperundang-

yang

undangan,perubahanbatasnegara

yang

ditetapkanundang-

undang,perubahanbatasteritorialwila

vahDaerah
yangditetapkandenganundang-
undang,

dan/atauadanyakebijakanstrategisna

sional di Daerah

makaRTRW

Daerahdapatditinjaukembalilebihdari
1 (satu} kali dalam 5 (lima) tahun.
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